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PUTUSAN
Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

------ Pemohon -----------, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Chef,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Benteng Makasar
Nomor 11 (Kosan Bapak Usman) RT 005 RW 008, Sukarasa,
Tangerang, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada Muhammad Irsyad Noor, S.H.
pekerjaan Advokat, yang berkantor di JI. Musyawarah RT. 001,
RW. 003, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa
khusus nomor 012/S-Ku/LBH-BAJ/VII/2023, tanggal 20 Juli
2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang Nomor 411/Kuasa/VII/2013, tanggal 24 Juli 2023,
selanjutnya disebut Pemohon,;

melawan

------ Termohon---------—--, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal terakhir di
Kampung Karang Anyar Jalan Pembangunan VI (Kontrakan
Milik Liem Te Kong) RT. 005, RW. 012, Karang Sari, Neglasari,
Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas
perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memerika bukti-buktinya di

persidangan;
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Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan

perkara ini;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

20 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada
tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Tng,
mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 April 1999, Pemohon dengan

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan,

Kota Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 031/4/IV/99

tertanggal 29 April 1999;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal di kontrakan yang beralamat di Kampung Karang Anyar

Jalan Pembangunan 3 (Kontrakan Milik Liem Te Kong) RT 005 RW 012

Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi

Banten;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon

telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1.. e Anak ke-1 Pemohon dan Termohon----------- ,

3.2, Anak ke-2 Pemohon dan Termohon----------- , laki-laki,
lahir di Tangerang 26 Oktober 2010;
4, Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan
Januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh

Pemohon sebagai suami;
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4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami
seolah dikarenakan Termohon mempunyai penghasilan diatas
Pemohon;
4.3. Termohon dan Pemohon sudah tidak terjalin komunikasi
dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah
tangga;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan
Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2019 yang
akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak saat itu sudah
tidak terjalin hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup
lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon
sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan
Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan
Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19
PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (------ Pemohon --------—--- ) untuk
menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (------ Termohon----------- )
dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider
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Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan
tersebut Pemohon diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Irsyad Noor,
S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, hadir di
persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil/lkuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tetap tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya
tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Bukti Surat.

1.1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon nomor 112/RT.
005/008/2023, dikeluarkan oleh RT 005/08, Kelutahan Sukarasa,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 031/4/1V/99, yang dikeluarkan oleh
KUA Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, tanggal 29
April 1999, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1, - Saksi ke-1 Pemohon ----------- , tempat dan tanggal lahir Wonogiri,
16 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah
tangga, tempat kediaman di Griya Suradita Indah, RT.16, RW. 09, No.
4, Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, di
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya,
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah saudara sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat

tinggal terakhir di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak yang bernama ------ Anak ke-1 Pemohon dan
Termohon----------- , jenis kelamin perempuan, tempat lahir di
Kendal, tanggal lahir 28 Januari 2000; dan  ------ Anak ke-2
Pemohon dan Termohon----------- , jenis kelamin laki-laki, tempat
lahir lahir di Tangerang, tanggal lahir 26 Oktober 2010;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak bulan Januari 2019;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon
dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat

perselisihan tersebut;
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Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak bisa
diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami; Termohon
kurang menghargai Pemohon sebagai suami seolah dikarenakan
Termohon mempunyai penghasilan diatas Pemohon; dan
Termohon dan Pemohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan
baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah
tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2019 dan Pemohon yang meninggalkan tempat
kediaman bersama,;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati
Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan Termohon namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Pemohon dan Termohon;

2.2, -—---- Saksi ke-2 Pemohon ----------- , tempat dan tanggal lahir Bogor, 28
Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Kampung Menunggang, RT. 04, RW. 05,
Kelurahan Megasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, di
bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya,
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah teman kerja Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami
istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal terakhir di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari,

Kota Tangerang, Provinsi Banten;
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- Bahwa Pemohon dan Termohon telah Bahwa Pemohon
dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
—————— Anak ke-1 Pemohon dan Termohon-----------, jenis kelamin
perempuan, tempat lahir di Kendal, tanggal lahir 28 Januari 2000;
dan = ------ Anak ke-2 Pemohon dan Termohon----------- , jenis
kelamin laki-laki, tempat lahir lahir di Tangerang, tanggal lahir 26
Oktober 2010;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah
tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon
terjadi sejak bulan Januari 2019;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Pemohon

dan Termohon yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat
perselisihantersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak
bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami;
Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami seolah
dikarenakan Termohon mempunyai penghasilan diatas
Pemohon; dan Termohon dan Pemohon sudah tidak terjalin
komunikasi dengan baik sehingga sudah tidak ada
keharmonisan dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak
bulan Desember 2019 dan Pemohon yang meninggalkan tempat
kediaman bersama,;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati
Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai
dengan Termohon namun tidak berhasil;
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- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-
saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon
sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dan Termohon
beragama Islam dan berdasarkan bukti surat P.2 menikah secara agama Islam
di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi bahwa
Termohon bertempat tinggal di Kota Tangerang sehingga Pasal 66 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
secara kompetensi relatif Penggadilan Agama Tangerang berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada
Muhammad Irsyad Noor, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang telah
menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tangerang, telah menyerahkan berita acara sumpah, dan foto kopi
Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan,
oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 4 ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SK MARI No.
089/KMA/VI/2010, secara formil para kuasa tersebut dapat beracara dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka
sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan
dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk
menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan,
sedangkan Termohon tidak hadir, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 82
ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan
kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang beperkara, apabila
keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu
pihak yang hadir, maka Majelis telah berupaya secara optimal dalam
menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan
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keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut,
sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum.
Oleh karena itu Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita
permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon
dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon dan Termohon tidak
memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal
125 ayat (1) HIR., jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Termohon harus
dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa
hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan
mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi
pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar
diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan
sidang Pengadilan Agama Tangerang dengan posita bahwa antara Pemohon
dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus
menerus sejak bulan Januari 2019 disebabkan Termohon sudah tidak bisa
diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami; Termohon kurang
menghargai Pemohon sebagai suami seolah dikarenakan Termohon
mempunyai penghasilan diatas Pemohon; dan Termohon dan Pemohon sudah
tidak terjalin komunikasi dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan
dalam rumah tangga. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2019
disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tidak
lagi berhubungan selayaknya hubungan suami isteri. Oleh karena itu Pemohon
sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama mempertahankan rumah tangga
dengan Termohon dan jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon adalah
bercerai;
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon
tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita
permohonan Pemohonn adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar
yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut,
sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum,
maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan
bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah,
dianggap Termohon telah melepaskan haknya untuk membela diri atas
permohonan. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi
hukumnya menyatakan bahwa Termohon yang tidak menghadiri persidangan
walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan
serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi
hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil permohonan yang tidak dibantah
pihak lawan harus dianggap terbukti dan karena permohonan Pemohon tidak
tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1)
HIR. jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Termohon harus dinyatakan tidak hadir
dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Termohon tersebut, Majelis
Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh
Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001),
jilid 1 halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

A}\er)@;,;ihuw\r&yfbugg@éy

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1872/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam
kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim
dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin
Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'‘in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004)
halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

Bla (53851l sl oo Sl adas 48 308 ol el 52) 3k e sliaslly

.
2z s
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Artinya: Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di
tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu
bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon
ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan
kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan
kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada
harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi
untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini
yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penggunaan asas
lex specialis derogate legi generalis, sehingga aturan umum dalam Pasal 174
HIR, jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian
sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus
dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.
Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015)
bahwa dalam perkara perceraian, khususnya dengan alasan telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi
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untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga harus didengar
keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan
Termohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-
buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran  posita
permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai
dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing ------ Saksi ke-1
Pemohon ----------- dan ------ Saksi ke-2 Pemohon ----------- , dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Surat Keterangan) dan bukti
P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Pemohon telah dibubuhi
bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan karena
semua bukti surat tersebut dapat dicocokan dengan aslinya, maka sesuai dengan
Pasal 1888 KUHPerdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9
Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis
berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat
(tata cara mengajukan mengajukan bukti surat di persidangan), sehingga dapat
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi yang sesuai
dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga berdasarkan Pasal
1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia
yang Dibaharui (HIR/RIB) dan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 410
K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, secara formil dan meteril (keterangan yang
tercantum di dalam bukti surat) memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) berdasarkan
ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat

oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga
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pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang
berkepentingan dan mempunyai Hubungan Hukum dengan perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa karena saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam
persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon,
bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu
ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai
ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147
HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah
memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke
persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta
saksi-saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR., Majelis
Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon
ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian,
maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri yang sah
serta antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran dengan intensitas atau kuantitas secara berkelanjutan sejak
bulan Januari 2019 sampai perkara ini didaftarkan pada tanggal 24 Juli
2023 atau selama sekitar 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
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Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan
Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2019;

Bahwa keluarga besar Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon
dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon supaya mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut
tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim dan saksi telah berupaya secara konkrit
merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Pemohon supaya
dapat rukun kembali dengan Termohon, karena Pemohon bersikeras ingin
bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami
isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus
menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak
rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage
breakdown/broken home) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat
mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T.
dalam Alguran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah, maka
mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai
perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti
neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang
berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang
lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor

1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami isteri yang telah
pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta
adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup
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rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan
permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 bahwajika sepasang
suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama
dan salah satu pihak, apalagi keduanya sudah tidak berniat meneruskan
kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang
cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Majelis berpendapat Pemohon dapat membuktikan kebenaran posita
permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi
bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah
rumah tangga, maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan
perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran
surat al-Bagarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun
bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993,
tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang
menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis
tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi
perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur’an
Surat Al-Bagarah ayat 227:

eale grow alll Gl GMall 150 5= Ol
“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah
Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”
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Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fighiyyah dan doktrin pakar
hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai
berikut:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaag Juz | halaman 83:

i plo orz ol sl wolouiai az GMall plas EMw)l L] 2ég
OV Tos 1f Ue sy9m0 Toll dawll uai cusg glo Vo wilos lgws
Tou oLl lang ausall Gaudl Guzoill 2zl e oS Ol oline 1 aisI

allasl

“Islam memilih lembaga thalaqg/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang
bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Figh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i,
halaman 100:

aw i by o Mo bLlae gljidly Glasd] go pusinsy azg il slxdl ylo
el 1 Clawl Sh lages owatlio o glaiz] 9 ju>Ys eeSsbws VsVl
do) 0azsll ean o arzssll a8 Mall g O Lusdl o wils Lgslisl OIS Lulas

Jsiwdl 5 ais lalall azo azy aibizn) ,o 1 S i Logio 2219 JS Enuge alll

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan
bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan
mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling
membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya
perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga
membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri
hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam
hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan
kedamaian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat
dikabulkan;
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Menimbang, bahwa karena berdarakan bukti tertulis (P.2) antara
Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka
berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak
yang dijatuhkan kepada Termohon adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan
Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo.
Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo.
Pasal 12 PERMA Rl Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah
dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor
5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada
di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada
Pemohonuntuk membayarnya;

Mengingat segala dalil hukum syara’ dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan
Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan
permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada
Pemohon (------ Pemohon ----------- ) untuk berikrar menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (------ Termohon----------- ) di hadapan sidang

Pengadilan Agama Tangerang;

4. Membebankan
kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Miladiah,
bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Muhyar,
S.H., M.H., M.Si. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Absari, M.H. dan H.
Muhammad Hanafi, S.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis
Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tangerang dan dibacakan dalam sidang
yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu
oleh Drs. H. Armen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dra. Hj. Absari, M.H. Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.
Hakim Anggota
Ttd.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan 'Rp 68.000,00
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- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas
permintaan ..., pada tanggal ...........cc.ece... dalam keadaan
............. berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.
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